
Semantik : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya
Volume. 4, Nomor.1 Februari 2026
[image: ][image: ] e-ISSN : 3025-7476, p-ISSN : 3025-7484, Hal 42-61
		DOI :  https://doi.org/10.61132/semantik.v4i1.2530  
Tersedia: https://journal.aspirasi.or.id/index.php/Semantik         


 e-ISSN : 3025-7476, p-ISSN : 3025-7484, Hal 42-61


Manajemen Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Pura Maduwe Karang di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

Manajemen Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Pura Maduwe Karang di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

Ketut Rediyasa1*, I Nengah Lestawi2, Ida Ayu Tary Puspa3
1-3 Pariwisata Budaya dan Keagamaan, Program Pascasarjana, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Indonesia
E-mail: ketutrediyasa12@gmail.com1, dayu.tary26@gmail.com3

*Penulis Korespondensi: ketutrediyasa12@gmail.com

Abstract.. The fundamental issue in sustainable tourism management that remains less than optimal can be seen from the limited involvement of local communities and the lack of integrated management of tourism potential in the Pura Maduwe Karang area. The purpose of this study is to analyze sustainable tourism management in the management of Pura Maduwe Karang. This research employs a qualitative approach with a case study method through observation, interviews, literature review, and documentation. The theoretical foundations used include the concepts of Sustainable Tourism, the Triple Bottom Line, and Tourism Impact Theory.The results show that the implementation of sustainable tourism management at Pura Maduwe Karang is still basic and has not been structured professionally. The socio-cultural aspect is relatively well preserved through customary roles and ceremonial activities; however, the economic aspect has not provided significant benefits for individuals in the local community, as contributions remain limited to collective interests of the traditional village. The environmental aspect is currently well maintained due to the temple’s sacred status but may decline if tourist numbers increase without proper management. The main constraints lie in the lack of promotion, facilities, and human resource capacity in management. This study emphasizes the importance of tourism management strategies that balance the dimensions of profit, people, and planet, and encourages collaboration among traditional villages, local governments, and communities to maintain the sustainability of the temple as both a cultural heritage site and a tourist destination.
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Abstract. Persoalan mendasar dalam manajemen pariwisata berkelanjutan yang kurang maksimal terlihat dari belum optimalnya keterlibatan masyarakat lokal dan pengelolaan potensi wisata secara terpadu di kawasan Pura Maduwe Karang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Pura Maduwe Karang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Landasan teori yang digunakan adalah konsep Pariwisata Berkelanjutan, Triple Bottom Line, dan Tourism Impact Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen pariwisata berkelanjutan di Pura Maduwe Karang masih bersifat mendasar dan belum terstruktur secara profesional. Aspek sosial-budaya relatif terjaga melalui peran adat dan aktivitas upacara, namun aspek ekonomi belum memberi manfaat signifikan bagi masyarakat secara individual karena kontribusinya masih terbatas pada kepentingan kolektif desa adat. Aspek lingkungan saat ini tetap terjaga berkat kesucian pura, namun berisiko menurun jika jumlah wisatawan meningkat tanpa pengelolaan yang baik. Kendala utama terletak pada minimnya promosi, fasilitas,dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan.Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi manajemen pariwisata yang menyeimbangkan dimensi profit, people, dan planet, serta mendorong kolaborasi antara desa adat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan pura sebagai warisan budaya dan destinasi wisata.

Kata Kunci: Dampak Pariwisata; Keterlibatan Masyarakat Local; Manajemen Pariwisata; Pariwisata Berkelanjutan; Pura Maduwe Karang.

1. LATAR BELAKANG
Pariwisata selama ini dikenal sebagai sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mengangkat citra suatu daerah. Namun, di balik gemerlapnya industri pariwisata, muncul kekhawatiran akan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan, budaya, dan masyarakat lokal. Banyak objek wisata yang dulunya tenang dan alami, kini berubah menjadi kawasan padat, bising, bahkan kehilangan identitas lokal akibat arus wisatawan yang tidak terkelola dengan baik.
Keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam atau kekayaan budayanya, tetapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana objek wisata tersebut dikelola. dengan manajemen yang baik, akan memberikan arah, pengawasan, dan koordinasi terhadap seluruh aspek kegiatan wisata. Sebaliknya, pengelolaan yang lemah dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga degradasi nilai budaya lokal.
Menurut Wahab (2003:81), manajemen pariwisata adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan pariwisata agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Ini berarti bahwa tanpa manajemen yang terstruktur, pengembangan pariwisata akan berjalan tanpa arah dan berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka Panjang.
Manajemen pariwisata berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal secara berkelanjutan. Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap sumber daya alam dan budaya akibat pariwisata massal, pendekatan manajemen yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan, masyarakat lokal, dan pelestarian sebagai aset pariwisata.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan mengatur standar pengelolaan destinasi wisata yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Peraturan ini menegaskan bahwa destinasi pariwisata harus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, perlindungan terhadap budaya lokal, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan destinasi wisata di Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan pariwisata sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan.
Melalui konteks regional, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali menekankan pentingnya pelestarian budaya dalam industri pariwisata. Peraturan ini mengadopsi konsep Tri Hita Karana sebagai dasar pembangunan pariwisata berkelanjutan yang harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas. Selain itu, regulasi ini juga mengatur standar operasional usaha pariwisata agar tetap selaras dengan adat, seni, dan budaya Bali, sehingga keberadaan sektor pariwisata tidak hanya berdampak positif terhadap perekonomian, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal. Dengan adanya regulasi ini, pariwisata di Bali diharapkan tetap berkelanjutan dan mampu menjaga warisan budaya yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun internasional
Meskipun wacana mengenai pariwisata berkelanjutan telah banyak digaungkan dalam berbagai forum internasional dan kebijakan nasional, praktik di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak destinasi wisata mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah wisatawan, pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan, serta perubahan sosial yang cepat di masyarakat lokal. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan pariwisata belum sepenuhnya mengarah pada keberlanjutan. Sejumlah program yang diklaim berwawasan lingkungan atau berbasis budaya seringkali hanya menjadi simbol tanpa implementasi nyata.
Persoalan mendasar dalam pengelolaan pariwisata yang tidak maksimal adalah rendahnya keterlibatan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya dilibatkan sebagai objek, bukan subjek aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program wisata. Tosun (2001:289) menegaskan bahwa penghambat utama pariwisata berkelanjutan di negara berkembang adalah sistem pemerintahan yang sentralistik dan terbatasnya partisipasi komunitas lokal. Ketika masyarakat tidak merasa memiliki peran dalam pengelolaan wisata, maka rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kelestarian daerahnya pun menurun.
Pembangunan pariwisata yang terlalu menekankan pada keuntungan ekonomi jangka pendek juga menjadi faktor penyebab gagalnya prinsip keberlanjutan diterapkan secara utuh. Banyak destinasi lebih mengejar jumlah kunjungan wisatawan daripada membangun sistem pariwisata yang berkelanjutan. Liu (2003:459) menyebutkan bahwa terdapat kesenjangan besar antara teori dan praktik pariwisata berkelanjutan; sebagian besar tempat wisata masih memprioritaskan keuntungan finansial dibandingkan tujuan pelestarian dan pemerataan manfaat. Akibatnya, berbagai dampak negatif muncul, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga hilangnya identitas budaya lokal.
Masalah lainnya adalah lemahnya koordinasi antarlembaga dan kurangnya sistem pengawasan jangka panjang terhadap dampak wisata. Di banyak tempat, kebijakan pariwisata belum disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang memadai. Padahal, tanpa sistem kontrol yang konsisten, tidak mungkin dilakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi. Liu (2003:460) juga menekankan bahwa sebagian besar kebijakan masih berfokus pada perencanaan awal, tanpa perhatian pada pemantauan berkelanjutan yang menentukan efektivitas program.
Indonesia, Bali menjadi salah satu contoh nyata dari daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali menjadikannya sebagai destinasi unggulan yang dikenal secara global. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap pariwisata juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan yang berkelanjutan. Pertumbuhan kunjungan wisatawan yang tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengendalian yang memadai telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti degradasi lingkungan, kemacetan, alih fungsi lahan, serta komersialisasi budaya lokal.
pariwisata di Bali cenderung berkembang dalam pola massal dan spasial yang terpusat di kawasan selatan, khususnya di Badung, Denpasar, dan Gianyar. Ketimpangan pembangunan ini berdampak pada tekanan yang sangat besar terhadap infrastruktur dan lingkungan di wilayah-wilayah tersebut (Cole, 2012:7). Selain itu, muncul kecenderungan eksploitasi budaya demi kepentingan wisata, yang berpotensi menggerus makna sakral dari praktik-praktik adat dan agama di Bali. Sementara itu, di wilayah Bali Utara dan Timur yang relatif belum berkembang pesat, justru terdapat potensi pengembangan destinasi berbasis budaya dan spiritual yang lebih dekat dengan prinsip keberlanjutan.
Salah satu kawasan yang memiliki potensi kuat dalam pengembangan pariwisata budaya berkelanjutan adalah Pura Maduwe Karang yang terletak di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Pura ini bukan hanya merupakan situs suci bagi umat Hindu Bali, Pura Maduwe Karang merupakan salah satu peninggalan budaya Bali yang memiliki nilai historis, artistik, dan spiritual yang sangat tinggi. Pura ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2008 oleh pemerintah Indonesia, yang menegaskan posisinya sebagai bagian dari warisan budaya nasional yang harus dilestarikan. Keberadaan pura ini tidak hanya penting bagi kehidupan religius masyarakat Hindu Bali, tetapi juga menyimpan kekayaan seni arsitektur dan simbol-simbol budaya yang mencerminkan jati diri masyarakat Bali. Salah satu keunikan yang terkenal adalah relief tokoh asing yang sedang mengendarai sepeda, yang menjadi ikon representasi akulturasi budaya.
Observasi awal telah dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara terkait cara manajemen pengelolaan Pura Maduwe Karang kepada Perbekel Desa Kubutambahan, Gede Pariadnyana, SH. Dalam wawancara itu, Gede Pariadnyana mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan, Pura Maduwe Karang menunjukkan adanya dinamika antara fungsi spiritual dan daya tarik wisata, yang memerlukan pendekatan manajemen yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal.
Pengelolaan Pura Maduwe Karang saat ini menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks, terutama dalam hal koordinasi antara pihak pengempon pura, desa adat, dan instansi pemerintah terkait. Tidak adanya sistem manajemen yang terpadu menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya arah pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari minimnya perencanaan jangka panjang dalam pemeliharaan fisik pura dan pengaturan kunjungan wisatawan. Selain itu, belum ada regulasi baku yang mengatur interaksi antara kegiatan keagamaan dan aktivitas pariwisata, yang sering kali memicu gangguan terhadap kesakralan pura, khususnya saat upacara berlangsung.
Keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan juga menjadi hambatan utama dalam menjaga kelestarian Pura Maduwe Karang. Sebagian besar pengelola berasal dari masyarakat lokal yang belum memiliki pelatihan dalam manajemen pariwisata berbasis budaya. Fasilitas pendukung bagi wisatawan juga masih minim, seperti tidak adanya papan informasi edukatif, tempat parkir yang memadai, serta jalur akses yang ramah bagi pengunjung. Kurangnya promosi dan branding digital juga menyebabkan potensi wisata budaya pura ini belum berkembang maksimal. Kendala-kendala ini jika tidak ditangani segera dapat berdampak pada menurunnya kualitas kunjungan wisata dan berisiko menggerus nilai-nilai budaya yang seharusnya dilestarikan.
Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai upaya serta proses yang telah dilakukan dalam pengelolaan Pura Maduwe Karang, maka dari itu penelitian ini berjudul “Manajemen Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Pura Maduwe Karang di Desa Kubutambahan Kabupaten Buleleng”

2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pengelolaan Pura Meduwe Karang sebagai destinasi wisata budaya berkelanjutan. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta perspektif para pemangku kepentingan terkait fenomena yang diteliti melalui data non-angka. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan observasional, yang memungkinkan peneliti menganalisis secara komprehensif strategi pengelolaan, kebijakan, serta dinamika sosial-budaya yang berlangsung di lokasi penelitian secara alamiah dan kontekstual (Sugiyono, 2017; Hikmawati, 2017).
Penelitian ini berlokasi di Pura Meduwe Karang, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan waktu penelitian selama kurang lebih tiga bulan sejak proposal disetujui. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena Pura Meduwe Karang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang tinggi, serta melibatkan peran aktif masyarakat adat dalam pengelolaannya. Selain itu, masih terbatasnya kajian ilmiah yang membahas pengelolaan pariwisata berkelanjutan di pura ini menjadikan lokasi penelitian relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas (Rangkuti, 2019; Surahman, 2016).
Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling, meliputi pengelola pura, tokoh adat, masyarakat setempat, wisatawan, serta pemandu wisata. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan temuan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan SWOT guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan Pura Meduwe Karang sebagai destinasi wisata budaya berkelanjutan (Sugiyono, 2010; Suharsimi, 2002).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
[bookmark: 4.1.1_Letak_Geografis_Desa_Kubutambahan_][bookmark: _bookmark54][bookmark: _TOC_250019]Letak Geografis Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng
Desa Kubutambahan merupakan salah satu dari 13 desa di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang secara administratif terbagi ke dalam tujuh Banjar Dinas untuk mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Luas wilayahnya sekitar 1.036 hektar dengan batas wilayah: Laut Bali di utara, Desa Bulian di timur, Desa Bungkulan di barat, dan Desa Bengkala di selatan. Secara fisik, desa ini memiliki karakter kombinasi dataran pesisir dan dataran rendah di bagian utara serta perbukitan di bagian selatan, dengan iklim cenderung panas, curah hujan relatif rendah, suhu rata-rata harian sekitar 36°C, dan ketinggian 0–200 mdpl. Potensi pengembangan wilayah mencakup sektor pertanian–perkebunan, perikanan–kelautan, pariwisata budaya dan religius, wisata alam, industri kreatif/UMKM, serta penguatan sumber daya manusia dan pendidikan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk tercatat 15.543 jiwa (4.508 KK) dengan mata pencaharian utama masih didominasi sektor pertanian dan perikanan, serta ditunjang layanan pendidikan dasar melalui delapan SD yang tersebar di beberapa dusun.

Sejarah Pura Maduwe Karang
Pura Maduwe Karang di Desa Kubutambahan, Buleleng, merupakan pura pertanian yang merefleksikan perpaduan kebutuhan agraris masyarakat dengan praktik spiritual. Pendirian pura ini berakar pada migrasi warga dari Desa Bulian ke Kubutambahan sekitar tahun 1890 (Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, Kemdikbud, 2019) dan dirancang oleh undagi lokal I Nyoman Ragia serta I Wayan Jenang dengan konsep punden berundak dan batu paras (Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, 2020). Sekitar tahun 1904, kunjungan seniman-etnografer Belanda W.O.J. Nieuwenkamp menjadi peristiwa penting yang kemudian diabadikan dalam relief pria Belanda bersepeda di dinding pura, yang menurut penuturan Komang Sugiada disepakati Nieuwenkamp untuk memperluas dikenalannya dan menarik wisatawan (Dinas Pariwisata Buleleng, 2017; Sugiada, wawancara, 2025). Secara historis, relief tersebut menegaskan keterbukaan komunitas lokal terhadap interaksi lintas budaya sekaligus memperlihatkan fungsi pura sebagai ruang sakral dan simbol pertemuan tradisi Bali Utara dengan pengaruh kolonial-kultural awal abad ke-20.
[image: ]
[bookmark: _bookmark57]Gambar 1. Papan Nama Informasi Pura Maduwe Karang.
(Sumber: Dokumentasi Ketut Rediyasa, 2025)
[bookmark: 4.2_Manajemen_Pariwisata_Berkelanjutan_P][bookmark: _bookmark58]Gambar tersebut menampilkan papan nama Pura Maduwe Karang di bagian depan kawasan pura sebagai penanda utama identitas wisata budaya di Desa Kubutambahan sekaligus batas awal area suci. Dibuat dari semen permanen berbentuk tugu sederhana dengan tulisan jelas, papan ini menggantikan papan kayu yang mudah rusak, sementara desainnya yang kokoh berukiran Bali merefleksikan perpaduan tradisi dan adaptasi modern dalam pengelolaan warisan budaya. Sejalan dengan Pionerlaser (2023:15), papan nama berperan sebagai media informasi, penunjuk arah, sekaligus elemen estetika-promosi yang membantu wisatawan mengenali dan menemukan lokasi wisata dengan lebih mudah.
Manajemen Pariwisata Berkelanjutan Penting Dilakukan di Pura Maduwe Karang
[bookmark: 4.2.1_Pertumbuhan_Ekonomi][bookmark: _bookmark59]Manajemen pariwisata berkelanjutan penting diterapkan di Pura Maduwe Karang karena potensi wisata budaya–spiritualnya besar, tetapi pengelolaannya masih sederhana dan belum terarah, sehingga diperlukan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai konsep Triple Bottom Line (TBL). Dengan pengelolaan yang bijak, manfaat ekonomi bagi warga dapat berkelanjutan sekaligus menjaga identitas budaya, nilai religius, dan mencegah kerusakan lingkungan maupun pergeseran tradisi. Hal ini sejalan dengan UNWTO (2024:42) dan SBM ITB (2024:17) yang menegaskan bahwa pariwisata harus dikembangkan untuk manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian sumber daya alam.
Pertumbuhan Ekonomi
[image: ]Pertumbuhan ekonomi di Pura Maduwe Karang ditopang oleh manajemen keuangan yang mengelola pemasukan dari karcis sukarela, parkir, dana punia, serta retribusi usaha sekitar, yang dikoordinasikan oleh desa adat/badan pengelola secara akuntabel. Meski kunjungan wisatawan tidak tinggi, hasil wawancara (Sugiada dan Sukreyasih, 12 Juli 2025) menunjukkan bahwa pemasukan kecil tetap berdampak nyata: membantu kebutuhan upacara dan operasional pura, mendukung kebersihan serta perbaikan ringan, sekaligus mengurangi beban biaya yang biasanya ditanggung krama, sehingga pariwisata berfungsi sebagai penopang ekonomi pelengkap yang menjaga keberlanjutan tradisi tanpa komersialisasi berlebihan. Karena itu, penguatan pengelolaan berbasis masyarakat—melalui keterlibatan warga, penataan layanan, peningkatan kapasitas SDM, dan promosi yang lebih sistematis—menjadi kunci agar manfaat ekonomi yang terbatas dapat lebih merata tanpa mengganggu kesucian dan kelestarian lingkungan pura.
[bookmark: _bookmark60]Gambar 2. Interaksi pedagang lokal dengan wisatwan.
(Sumber: Dokumentasi, Rediyasa 2025)
[bookmark: 4.2.2_Sosial_Budaya][bookmark: _bookmark61]Gambar tersebut memperlihatkan interaksi pedagang lokal dan wisatawan di kawasan Pura Maduwe Karang yang mencerminkan hubungan sosial-ekonomi sederhana, di mana transaksi dagang menjadi manfaat langsung bagi warga sekaligus menunjukkan perputaran ekonomi lokal meski jumlah pengunjung terbatas. Secara manajerial, dampak ekonomi kunjungan masih bersifat fungsional lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan upacara dan pemeliharaan pura sehingga belum menciptakan pekerjaan permanen atau peningkatan kesejahteraan yang luas, namun tetap berkontribusi nyata bagi keberlanjutan tradisi.
Sosial Budaya
Aspek sosial-budaya menjadi fondasi keberlanjutan pengelolaan pariwisata di Pura Maduwe Karang karena kehadiran wisatawan tidak hanya memperluas interaksi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial melalui ngayah dan gotong royong, sekaligus menjaga identitas lokal lewat keberlangsungan upacara dan ritual. Hasil wawancara (Suardika dan Arsana, 14 Juli 2025) menegaskan bahwa kesucian pura tetap menjadi prioritas: akses wisata dapat ditutup saat upacara, wisatawan diarahkan untuk berpakaian sopan dan menghormati batas sakral, serta ditegur secara persuasif bila melanggar, sehingga hubungan wisata–ritual tetap harmonis. Dengan demikian, pengelolaan berbasis kearifan lokal, edukasi etika kunjungan, dan kolaborasi desa adat–pengempon–pengelola menjadi kunci agar pariwisata mendukung pelestarian budaya dan spiritual tanpa mendorong desakralisasi, sejalan dengan pandangan tentang pentingnya pelestarian identitas dan warisan budaya dalam keberlanjutan komunitas (Koentjaraningrat, 2009; Geertz, 1973; UNESCO, 2003; Richards, 2018).Top of Form
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[bookmark: _bookmark62]Gambar 3. Masyarakat lokal memberikan penjelasan budaya kepada wisatawan di kawasan Pura Maduwe Karang.
(Sumber: Dokumentasi, Rediyasa 2025)
Gambar di atas memperlihatkan seseorang masyarakat lokal yang berperan sebagai pemandu wisata sedang memberikan penjelasan mengenai sejarah, makna simbolik, serta nilai-nilai budaya yang terdapat di Pura Maduwe Karang. Aktivitas ini menggambarkan bagaimana masyarakat setempat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kawasan suci, tetapi juga sebagai penyampai nilai-nilai edukatif kepada wisatawan. Melalui komunikasi langsung seperti ini, wisatawan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya Bali, khususnya tentang keterkaitan antara aktivitas keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat lokal. Interaksi tersebut mencerminkan bentuk pelestarian budaya non-formal yang dijalankan secara turun-temurun serta memperkuat identitas spiritual kawasan.
[bookmark: 4.2.3_Aspek_Lingkungan][bookmark: _bookmark63]Aspek Lingkungan
Aspek lingkungan dalam pariwisata berkelanjutan di Pura Maduwe Karang menekankan pemeliharaan kebersihan, kelestarian sumber daya alam, dan keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan sampah, kontrol pembangunan, konservasi air, serta perlindungan vegetasi di sekitar kawasan suci. Hasil wawancara (12 Juli 2025) menunjukkan bahwa perawatan masih ditangani secara mandiri karena tidak ada tenaga khusus; dampak wisatawan umumnya kecil (misalnya sampah plastik/botol), namun tantangan terbesar justru perawatan jangka panjang akibat cuaca dan keterbatasan dana, sehingga keberlanjutan lingkungan sangat bergantung pada rutinitas pengawasan dan perawatan yang konsisten. Dalam konteks pura, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab ekologis, tetapi juga bagian dari menjaga kesucian fisik dan kenyamanan beribadah sekaligus mempertahankan daya tarik spiritual yang alami, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dan edukasi wisatawan agar ketenangan, keasrian, dan kualitas kawasan tetap terwariskan bagi generasi berikutnya.
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[bookmark: _bookmark64]Gambar 4. Papan Informasi.
(Sumber: Dokumentasi, Rediyasa 2025)
[bookmark: 4.3_Bentuk_Manajemen_Pariwisata_Berkelan][bookmark: _bookmark65]Papan informasi di kawasan Pura Maduwe Karang tampak mengalami kerusakan parah permukaan memudar, tulisan sulit terbaca, dan gambar terkelupas akibat cuaca sehingga melemahkan fungsi sarana interpretatif untuk menjelaskan sejarah, budaya, aturan kunjungan, serta edukasi kebersihan dan ketertiban di area suci. Sejalan dengan Yulianti (2024), perbaikan dan perawatan papan informasi penting bukan hanya untuk estetika, tetapi juga untuk meningkatkan perilaku wisatawan yang lebih bertanggung jawab, kenyamanan kunjungan, dan citra destinasi yang menjunjung keberlanjutan.
Bentuk Manajemen Pariwisata Berkelanjutan di Pura Maduwe Karang
Manajemen pariwisata berkelanjutan merupakan suatu pendekatan pengelolaan destinasi wisata yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kegiatan wisata tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Penerapan prinsip manajemen pariwisata berkelanjutan di tingkat lokal sangat bergantung pada konteks sosial budaya dan struktur kelembagaan yang ada di suatu daerah. Di Bali, misalnya, praktik pengelolaan wisata sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti Tri Hita Karana, yang menekankan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai inilah yang menjadi dasar dalam membentuk pola pengelolaan wisata yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan spiritual dan ekologis. dianalisis menggunakan teori manajemen klasik POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling)
[bookmark: 4.3.1_Planning_(Perencanaan)][bookmark: _bookmark66]Planning (Perencanaan)
[bookmark: 4.3.2_Organizing_(Pengorganisasian)][bookmark: _bookmark67]Perencanaan (planning) dalam pengelolaan wisata di Pura Maduwe Karang merupakan proses penetapan tujuan dan langkah kerja yang diarahkan pada efektivitas pemanfaatan sumber daya, pengurangan ketidakpastian, serta pemberian pedoman keputusan (Koontz & O’Donnell, 1976; Terry, 1960). Berdasarkan wawancara (Sugiada dan Arsana, 12 Juli 2025), perencanaan masih bersifat sederhana dan adaptif karena keterbatasan dana serta tenaga, dengan fokus utama pada kebutuhan dasar—kebersihan, perbaikan ringan, penataan akses, dan pengarahan wisatawan—serta disusun mengikuti kalender upacara/piodalan, termasuk penutupan sementara saat ritual berlangsung dan rencana penambahan papan informasi agar etika kunjungan dipahami. Pola ini menunjukkan perencanaan yang kuat berbasis aturan adat dan musyawarah internal, menempatkan kesucian sebagai prioritas dibanding pengembangan besar-besaran; namun sekaligus menegaskan adanya celah karena belum ada dokumen formal, aturan tertulis, dan sistem edukasi yang terstruktur, sehingga diperlukan strategi perencanaan yang lebih rapi tanpa menggeser nilai spiritual dan kearifan lokal (Inskeep, 1991; Suwena & Weriatmaja, 2010; Yoeti, 2008; Pitana & Diarta, 2009; Ardika, 2015).
Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian dalam manajemen pariwisata berkelanjutan berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi, dan struktur tanggung jawab di antara pihak- pihak yang terlibat, mulai dari pengelola, masyarakat lokal, hingga pihak terkait lain seperti desa adat dan pengempon pura. Tujuannya adalah memastikan kegiatan wisata berjalan tertib, setiap orang tahu perannya, dan semua aktivitas tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Dalam konteks POAC, tahap Organizing menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif agar rencana (planning) bisa diimplementasikan secara optimal.
Pengorganisasian (organizing) adalah proses menata sumber daya manusia, sarana, dan prosedur agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien (Robbins & Coulter, 2018; Bateman & Snell, 2019). Dalam konteks Pura Maduwe Karang, organizing mencakup pembagian tugas antara pengelola, pemangku, dan pengempon, koordinasi dengan masyarakat adat, serta penataan alur kegiatan upacara dan kunjungan wisatawan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber oleh Sugiada memberikan tanggapan mengenai bentuk organisasi di Pura Maduwe Karang menyatakan sebagai berikut:
“Struktur pengelolaan tidak formal dan semua tugas merangkap. Saya sekaligus mengatur kebersihan, memberi arahan kepada wisatawan, dan membantu koordinasi upacara. Karena kunjungan tidak ramai, sistemnya masih sederhana; tiap orang tahu tanggung jawabnya masing-masing melalui kesepakatan informal, bukan dokumen resmi. Jadi pengorganisasian di sini lebih berbasis praktik dan kerja sama langsung daripada struktur birokrasi” (Wawancara, 12 Juli 2025).
Pernyataan pengelola menunjukkan bahwa pengorganisasian di Pura Maduwe Karang bersifat informal dengan setiap individu merangkap beberapa peran sekaligus. Struktur organisasi yang tidak terdokumentasi menekankan bahwa koordinasi lebih banyak dilakukan melalui praktik sehari-hari dan kesepakatan langsung antar anggota pengelola, bukan melalui prosedur birokrasi. Kondisi ini mencerminkan karakteristik destinasi budaya berskala kecil, di mana keterbatasan tenaga dan sumber daya membuat pengelolaan mengandalkan kerja sama langsung dan komunikasi personal. Meskipun sederhana, sistem pengorganisasian ini tetap efektif dalam menjaga kelancaran kegiatan rutin dan upacara, karena setiap orang memahami tanggung jawabnya masing-masing, sehingga prinsip keberlanjutan operasional tetap terjaga meskipun tanpa struktur formal.
Menurut Inskeep (1991) pengorganisasian destinasi pariwisata kecil sering bersifat fleksibel dan informal, dengan peran merangkap antar anggota karena keterbatasan sumber daya. Hal ini sejalan dengan kondisi Pura Maduwe Karang, di mana pengelola merangkap berbagai tugas untuk menjaga kelancaran kegiatan. Suwena & Weriatmaja (2010) menyatakan bahwa koordinasi berbasis praktik sehari-hari dan kesepakatan langsung antar pengelola menjadi strategi efektif ketika struktur formal tidak tersedia. Pandangan ini mendukung cara kerja pengelola pura yang mengandalkan komunikasi personal untuk pembagian tugas.
Timothy & Boyd (2003) menegaskan bahwa destinasi budaya yang berskala kecil sering menggunakan pendekatan kolaboratif dan partisipatif untuk mengatur aktivitas operasional, sehingga setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya tanpa dokumen formal. McKercher & du Cros (2002) menjelaskan bahwa sistem pengorganisasian informal dapat tetap menjaga keberlanjutan operasional, terutama pada situs suci, jika semua anggota pengelola memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawab masing-masing.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Suardika, beliau menyatakan bahwa struktur organisasi di Pura Maduwe Karang sudah memiliki pembagian tugas yang jelas di antara para pengempon:
“Pengelolaan wisata ini, kami memiliki peran masing-masing. Saya sebagai pemangku bertugas menjaga kesucian dan memberikan arahan kepada wisatawan mengenai batas-batas area suci. Pengelola mengatur tamu dan parkir, sedangkan warga ikut menjaga kebersihan. Tidak ada struktur resmi seperti di tempat wisata besar, tapi semua berjalan dengan kesadaran bersama. Yang penting saling menghormati peran satu sama lain” (Wawancara, 14 Juli 2025).
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan wisata di Pura Maduwe Karang dilakukan secara organik dan partisipatif, meskipun tidak memiliki struktur resmi seperti di destinasi wisata besar. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, di mana pemangku pura menjaga kesucian dan memberikan arahan kepada wisatawan, pengelola mengatur kunjungan dan parkir, serta warga lokal berkontribusi dalam menjaga kebersihan. Pola ini mencerminkan bentuk pengorganisasian berbasis kesadaran bersama, di mana koordinasi dan saling menghormati peran masing-masing menjadi kunci keberhasilan pengelolaan.
Rozaki et al. (2025) menyebut bahwa partisipasi masyarakat dalam mengorganisir kegiatan wisata memberikan dampak positif bagi pengelolaan fasilitas dan layanan. Wibowo, Barusman, dan Warganegara (2023) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengorganisasian desa wisata berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan rencana pengembangan. Kusuma et al. (2018) menambahkan bahwa proses pengorganisasian komunitas meliputi pemetaan isu, perancangan aksi bersama, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi, sehingga semua pihak merasa terlibat.
Implementasi model Community-Based Tourism juga menegaskan bahwa masyarakat berperan sebagai subjek sekaligus objek pengembangan, termasuk dalam mengorganisir dan mengelola kegiatan wisata (IJSDP, 2024). Selain itu, penelitian dari ScitePress (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan area wisata yang terintegrasi sangat bergantung pada peran aktif masyarakat lokal dalam mengorganisir kegiatan, agar wisata dapat dinikmati dan dikelola secara berkelanjutan. Ismanto, Indira, dan Santoso (2024) menegaskan bahwa prinsip pariwisata berbasis masyarakat menuntut partisipasi aktif penduduk setempat dalam pengorganisasian pengembangan pariwisata berbasis wilayah.
Budaya saling membantu ini sejalan denga apa yang disampaikan oleh salah satu narasumber yaitu Nirmalah menyatakan sebagai berikut:
“Kami ikut membantu menjaga kebersihan area di sekitar lapak dan pura karena merasa ikut bertanggung jawab. Kalau ada wisatawan datang, kami juga bantu memberi tahu cara berpakaian atau arah jalan menuju pura utama. Walau tidak resmi menjadi panitia, kami tetap bagian dari pengelolaan karena setiap hari berada di area itu. Semua berjalan alami tanpa perintah khusus, tapi karena sudah terbiasa kerja sama. Jadi pengelolaan di sini lebih ke rasa tanggung jawab bersama” (Wawancara, 20 juli 2025).
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan wisata di Pura Maduwe Karang berlangsung secara organik dan berbasis tanggung jawab bersama, di mana warga ikut menjaga kebersihan, memberi arahan kepada wisatawan tentang berpakaian atau jalan ke pura utama, meskipun mereka bukan panitia resmi.
Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis komunitas memainkan peran kritis dalam keberhasilan manajemen wisata dan kelestarian nilai lokal (Wibowo, Barusman & Warganegara, 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa keterlibatan aktif komunitas dalam mengorganisir dan mengelola kegiatan wisata meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap wilayahnya (Lestari et al., 2025). Kerangka kerja partisipatif dalam ekowisata maupun pariwisata berbasis masyarakat menyebutkan bahwa kapasitas institusional, dialog antar‐pemangku kepentingan, dan mekanisme partisipasi adalah faktor kunci dalam memberdayakan warga lokal sebagai aktor utama dalam manajemen wisata (Ichsan, Azhar & Munardi, 2025). Studi lain menekankan bahwa salah satu aspek terpenting dari wisata berbasis komunitas adalah bahwa “the local community plays an active role in organizing tourism development and management activities” (ScitePress, 2018).
Prinsip ini memperkuat gagasan bahwa meskipun struktur formal mungkin tidak ada, koordinasi, kesadaran kolektif, dan pembagian tugas yang jelas antar warga lokal dan pengelola dapat menciptakan sistem pengorganisasian yang efektif di destinasi kecil seperti Pura Maduwe Karang. Dengan demikian, pola pengorganisasian yang muncul di lapangan berupa kerja sama warga dalam menjaga kebersihan dan memberi informasi kepada wisatawan mencerminkan bentuk nyata dari pengorganisasian dalam teori POAC, di mana pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan secara partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.
Pernyataan Arsana mengenai pengorganisasian dalam wawancara menjelaskan menjelaskan sebagai berikut:
“Pengorganisasian di Pura Maduwe Karang sangat bergantung pada musyawarah dan peran gotong royong. Kami tidak punya tim besar; setiap “kegiatan, terutama saat upacara, ditentukan bersama antara pengempon, pengelola, dan masyarakat desa adat. Tugas-tugas seperti kebersihan, pengawasan wisatawan, dan persiapan upacara dibagi sesuai kemampuan dan ketersediaan tenaga, sehingga semua berjalan tertib meskipun tanpa struktur formal” (Wawancara, 14 Juli 2025).
Pernyataan di atas menegaskan bahwa pengorganisasian di Pura Maduwe Karang bersifat partisipatif dan berbasis musyawarah, di mana setiap aktivitas dikelola melalui kerja sama langsung antara pengempon, pengelola, dan masyarakat adat. Sistem ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada struktur formal atau birokrasi yang baku, mekanisme operasional tetap berjalan tertib karena adanya pembagian tugas yang disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia. Model pengorganisasian seperti ini menekankan keterlibatan komunitas, menjaga terketiban kegiatan ritual, sekaligus meminimalkan risiko gangguan terhadap kesucian pura. Dengan demikian, pendekatan berbasis gotong royong dan musyawarah ini tidak hanya efisien dalam praktik sehari-hari, tetapi juga menjadi strategi penting untuk menjamin keberlanjutan sosial, kultural, dan operasional di kawasan wisata spiritual dengan sumber daya terbatas.
Suwena & Weriatmaja (2010) menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat melalui musyawarah dan partisipasi lokal menjadi kunci keberlanjutan destinasi budaya, sejalan dengan prinsip gotong royong yang diterapkan di Pura Maduwe Karang. McKercher & du Cros (2002) menjelaskan bahwa sistem pengorganisasian informal yang melibatkan komunitas dapat menjaga kelancaran kegiatan operasional sekaligus melindungi nilai spiritual suatu situs budaya, sesuai praktik pengempon, pengelola, dan masyarakat desa adat di pura. Timothy & Boyd (2003) menyatakan bahwa destinasi budaya berskala kecil cenderung menggunakan pendekatan kolaboratif, di mana koordinasi dilakukan langsung antar anggota pengelola tanpa struktur birokrasi formal.
Organizing di Pura Maduwe Karang masih bersifat informal dan berbasis tradisi. Pengelola fokus pada persiapan upacara dan koordinasi umum, pemangku menjaga kesucian ritual, dan pengempon melakukan pengawasan wisatawan secara lisan tanpa prosedur tertulis. Koordinasi lebih banyak dilakukan melalui komunikasi langsung, terutama saat ada upacara besar atau kunjungan wisatawan, sehingga struktur pembagian tugas tidak terdokumentasi secara formal. Namun, ketergantungan pada metode informal berpotensi menjadi tantangan jika jumlah wisatawan meningkat, karena tidak ada prosedur standar untuk mengatur tugas dan alur kegiatan secara sistematis. Benang merahnya adalah bahwa organizing di pura saat ini berhasil menjaga keseimbangan antara aktivitas ritual dan kunjungan wisata, tetapi membutuhkan penguatan dalam bentuk dokumentasi, panduan, atau prosedur formal agar pengelolaan lebih berkelanjutan.
[bookmark: 4.3.3_Actuating_(Pelaksanaan)][bookmark: _bookmark68]Actuating (Pelaksanaan)
[bookmark: 4.3.4_Controlling_(Pengawasan)][bookmark: _bookmark69]Pengorganisasian (organizing) dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Pura Maduwe Karang berkaitan dengan pembagian peran, koordinasi, dan struktur tanggung jawab agar rencana dapat dijalankan tertib sesuai prinsip ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan (Robbins & Coulter, 2018; Bateman & Snell, 2019). Hasil wawancara menunjukkan bahwa struktur pengelolaan masih bersifat informal dan fleksibel: tugas sering dirangkap, pembagian kerja berjalan melalui musyawarah, kesepakatan langsung, dan gotong royong antara pengelola, pemangku/pengempon, desa adat, serta warga (Sugiada, Suardika, Nirmalah, dan Arsana; wawancara 12–20 Juli 2025). Meski tanpa dokumen resmi, pola organik ini efektif menjaga kelancaran upacara, kebersihan, parkir, dan pengarahan wisatawan karena ada kesadaran kolektif dan saling menghormati peran; namun ketergantungan pada mekanisme lisan berpotensi menjadi tantangan jika kunjungan meningkat, sehingga ke depan diperlukan penguatan berupa panduan sederhana/prosedur dasar dan dokumentasi peran tanpa menghilangkan kearifan lokal (Inskeep, 1991; Suwena & Weriatmaja, 2010; Timothy & Boyd, 2003; McKercher & du Cros, 2002).
Controlling (Pengawasan)
[bookmark: 4.4_Implikasi_Manajemen_Pariwisata_Berke][bookmark: _bookmark70]Controlling (pengawasan) di Pura Maduwe Karang merupakan proses memastikan aktivitas wisata dan ritual berjalan sesuai tujuan, aturan, dan standar yang ditetapkan, sekaligus mendeteksi penyimpangan agar segera dikoreksi (Fayol, 1916; Robbins & Coulter, 2012). Berdasarkan wawancara (Sugiada, 12 Juli 2025; Suardika, 14 Juli 2025), pengawasan masih bersifat informal dan berbasis kehadiran langsung: pengempon/pemangku memantau kedatangan pengunjung, memberi arahan etika (berpakaian sopan, batas area suci, menjaga ketenangan), menegur secara persuasif bila ada pelanggaran, serta mengawasi kebersihan dan kondisi fasilitas sambil berkoordinasi dengan desa adat bila diperlukan. Pola kontrol komunitas ini efektif untuk jumlah kunjungan yang rendah karena mengandalkan kesadaran kolektif dan komunikasi interpersonal, namun keterbatasannya terletak pada ketiadaan prosedur tertulis, jadwal monitoring, dan pencatatan kondisi fasilitas; sehingga ke depan dibutuhkan penguatan mekanisme sederhana (misalnya SOP ringkas dan log pemeliharaan) agar lebih konsisten dan siap menghadapi peningkatan kunjungan tanpa mengurangi pendekatan adat yang humanis (Inskeep, 1991; Timothy & Boyd, 2003; Wall & Mathieson, 2006; McKercher & du Cros, 2002).

4. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Manajemen Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan di Pura Maduwe Karang, Desa Kubutambahan Kabupaten Buleleng terdapat beberapa simpulan utama yang dapat ditarik.
a. Penerapan manajemen pariwisata berkelanjutan di Pura Maduwe Karang masih bersifat sederhana dan belum terstruktur secara profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial-budaya relatif terjaga melalui aktivitas upacara, peran desa adat, serta ketaatan masyarakat terhadap nilai kesucian pura. Namun, aspek ekonomi belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat secara individu karena kontribusi ekonomi yang dihasilkan masih bersifat kolektif melalui desa adat, sehingga belum berdampak langsung pada pelaku jasa wisata lokal.
b. Aspek lingkungan masih terjaga dengan baik berkat posisi pura sebagai ruang sakral yang dihormati oleh masyarakat. Walaupun demikian, terdapat potensi penurunan kualitas lingkungan apabila kunjungan wisatawan meningkat tanpa adanya sistem pengelolaan yang memadai. Minimnya fasilitas pendukung, seperti papan informasi, sarana edukasi, area parkir, dan jalur wisata, menjadi hambatan dalam memberikan pengalaman wisata yang berkelanjutan.
c. Manajemen, pengelolaan Pura Maduwe Karang masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya kurangnya promosi, belum adanya sistem manajemen terpadu, rendahnya kapasitas SDM pengelola, serta koordinasi yang belum optimal antara desa adat, pengempon pura, dan instansi pemerintah. Kondisi ini berimplikasi pada kurang berkembangnya potensi wisata budaya dan rendahnya tingkat kunjungan wisatawan. Berdasarkan teori Triple Bottom Line, tiga dimensi keberlanjutan (profit, people, dan planet) belum berjalan seimbang.
d. Implikasi dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan Pura Maduwe Karang membutuhkan strategi yang lebih terarah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, desa adat, pelaku wisata, dan masyarakat lokal menjadi keharusan agar nilai budaya, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat terjaga dan berkembang. Dengan demikian, Pura Maduwe Karang dapat terus menjadi warisan budaya yang lestari sekaligus destinasi wisata yang berkualitas.
penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di Pura Maduwe Karang harus dilaksanakan dengan pendekatan yang holistik dan selaras dengan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan. Upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan budaya, lingkungan, dan ekonomi merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan destinasi ini di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap langkah pengelolaan yang dirancang perlu mempertimbangkan karakter sakral pura, dinamika masyarakat adat, serta tuntutan perkembangan pariwisata modern tanpa merusak kesakralan pura.
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